BAB III

PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI DALAM

MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA NUSHUZ

A. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989,
dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah
wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3
Maret 1950, satu (1) tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk
tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun
1951 yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui
peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964
kemudian diganti UU No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.!

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan
yang sah di Negara R.I., dan sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 fungsi
Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata di bidang
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada
Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan berlakunya UU No. 7 Tahun
1989 Peradilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan

Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan

! http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=wrapper&Itemid=173# (12 September 2014)
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Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah
menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah menempati
bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah lagi ke
Pendopo Kabupaten Kediri kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan
kantor sendiri di Jl. Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo,
Kabupaten Kediri.?

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2
(dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di JI. Sekartaji
dan Pengadilan Agama Kediri berada di JI. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan

Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri
a. Visi Pengadilan Agama Kota Kediri
"Terwujudnya sebuah peradilan yang bermartabat dan dihormati
serta berwibawa demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
Agung."
b. Misi Pengadilan Agama Kota Kediri
1) Tetap menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kediri dari
intervensi pihak lain di luar Pengadilan.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan tetap

menjaga etika kesopanan dalam pelayanan.

2 Pengadilan Agama Kota Kediri, Arsib tahun 2013
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3) Meningkatkan  kualitas kepemimpinan dalam lingkup
Pengadilan Agama Kediri.
4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Kinerja Pengadilan
Agama Kediri.
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Kediri
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.’

Pengadilan Agama Kediri merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kediri terletak di JI. Sunan
Ampel No. 1 Kediri yang mempunyai yurisdiksi 46 Kelurahan/Desa dari
3 kecamatan, dengan luas wilayah 63,4 Km? dan jumlah penduduk

268.507 jiwa. (Menurut data kantor Statistik Kediri tahun 2010).

3http://www.pakediri. go.id/index.php?option=comconten&view=article&id=290&Itemid=186 (16
September 2014)
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Secara Geografis, Kota Kediri mempunyai Batas — batas Wilayah sebagai
berikut :

. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang ;

Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ;

Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung ;
. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk ;Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Kota Kediri

Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman
dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh
pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam



69

serta waqaf, zakat, infaq dan shadagah serta ekonomi Syari’ah

sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi.

Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan
lainnya.

Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya
apabila diminta.

Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan di luar sengketa antar orang — orang yang
beragama Islam

Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum

dan sebagainya.
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b. Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap
perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
UU Nomor 14 tahun 1970;

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan
Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia;

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah
dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50
tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di
tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan
Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak;

Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat
Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun
Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan

Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata

Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi
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dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah
satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang
beragama Islam mengenai Perkara tententu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama
yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan
Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum,
Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan,

Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti®

4. Profil Hakim Pengadilan Agama kota Kediri

a. Nama : Drs. MOCH RUSDI
NIP : 195815151991031001
Pendidikan : SDN, MTsN, SMA, S-1
Jabatan : PA BAWEAN KAUR KEPAN PERMOHONAN

PA TULUNGAGUNG KAUR KEPEGAWAIAN

PA TULUNGAGUNG PENGADILAN AGAMA

PA TULUNGAGUNG PENGADILAN AGAMA

PA TERNATE HAKIM

PA KEDIRI HAKIM

4http://www.pakediri.go.id/index.php‘?option:com_wrapper&view:wrapper&Itemid:120 (28 Juli
2014).



b. NAMA
NIP
Pendidikan

Jabatan

a. Nama

NIP

Pendidikan

Jabatan
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: DRS. MOH. MUCHSIN

: 19690621 199503 1 001

: MI, MTsN, MAN, S-1

: PA TRENGGALEK CPNS

PA KAB KEDIRI WAKIL SEKRETARIS

PA KEDIRI KAUR UMUM

PA TULUNGAGUNG WAKIL SEKRETARIS
PA FAKFAK HAKIM

PA BADUNG HAKIM

PA KEDIRI HAKIM

: MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.
0 19721224.199803.1.003
: SDN, MTsN, MAN, S.1, S.2

: PA TRENGGALEK KAUR UMUM

PA TRENGGALEK PANITERA PENGGANTI
PA LABUHA HAKIM
PA BANGLI HAKIM

PA KEDIRI HAKIM °

5http://www.pakediri. go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=104

(28 Juli 2014)
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B. Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri

Pernikahan untuk membangun keluarga adalah sebuah tanda alam,
sunnatullah kauniyah, seperti tanda alam lain. Pernikahan — baik dilakukan
muslim maupun kafir — bertujuan melanggengkan sakinah, mawaddah dan
rahmah, Fakta membuktikan, banyak pasangan non muslim yang
pernikahannya harmonis hingga puluhan tahun, saling cinta, setia dan kasih
sayang sampai ajal. artinya, sakinah, mawaddah dan rahmah bukan
monopoli muslim, karena memang hanya sebuah tanda kekuasaan Allah
yang terjadi secara umum.®

Dari sinilah hukum Islam di tetapkan untuk kesejahteraan umat, baik
secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia
maupun di akhirat.” Kesejahteraan Masyarakat akan tercapai dengan
terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, hal ini akan mempengaruhi
kualitas dari pembentukan keluarga itu sendiri. Karena menurut Kompilasi
Hukum Islam Indonesia Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau
mitsasagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.®

Tetapi kadang dalam pelaksanaan membangun keluarga tersebut
pastinya banyak dinamika yang harus di jalani. Seperti terjadinya perbedaan
dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara

suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar

6 http://elhakimi.wordpress.com/2012/11/20/keluarga-dakwah-basis-kekuatan-umat, (28 Juli

2014).
7 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),13.
¥ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
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perkawinan.” Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran
yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam
segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan sumber segala
kesenangan.'® Tetapi hal di atas tidak menjadi pilihan setiap orang, kadang
perpisahan atau perceraian menjadi pilihan dalam hidup mereka, banyak hal
yang menjadikan faktor orang untuk melakukan talak ataupun gugat cerai,
salah satunya adalah banyaknya permohonan cerai talak atau cerai gugat di
Pengadilan Agama Kota Kediri.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan
perdata dan Peradilan Islam di Indonesia.'' Untuk itulah pengadilan Agama
Kediri harus melaksanakan Tugas fungsi dan wewenangnya sebagai tempat
untuk pencari keadilan.

Banyak faktor yang menyelimuti keadaan masyarakat Kota kediri
yang mengajukan cerai. mulai dari permasalahan ekonomi, ketidakcocokan
antar pihak suami istri, adanya intervensi dari pihak teman, saudara dan
keluarga, tidak mempunyai anak dan lain-lainnya, hal inilah menjadi
bagian terpenting yang harus di selesaikan oleh Majlis Hakim dalam

memberikan keadilan yang tidak memihak satu sama lainya.'?

Alasan para pihak mengajukan permohonan perceraian diantaranya

adalah kurang nafkah terhadap istri, misalnya istri itu kurang di natkahi dan

? Ibid, 218.

"% Ibid, 219.

""'Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991),
10.

'2 Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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tidak peduli terhadap keluarga. alasan inilah yang kadang menjadikan
kisruh rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan yang akhirnya
memunculkan permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri.'?

Masalah nafkah di atas di hadapkan pada salah satu pihak,
khususnya pihak istri yang kerja ke luar negeri yang menganggap
mempunyai pendapatan yang lebih di banding suami yang kerjanya hanya
seorang petani atau menjadi buruh kuli bangunan.'*

Selain terkait masalah ekonomi permohonan cerai adalah mereka
yang merasa pasangannya mempunya wanita idaman lain atau pria idaman
lain.” Terkait tentang dugaan perselingkuhan atau mempunya pria idaman
lain atau wanita idaman lain, kadang terjadi pada wanita yang sudah lama
tidak ketemu atau dalam perantauan di luar negeri dan ketika pulang salah
satu dari mereka di dapati atau di duga melakukan perselingkuhan, hal inilah
yang menjadikan salah satu dari pihak ini mengajukan permohonan cerai di
Pengadilan Agama Kota Kediri.

Selain terkait dugaan perselingkuhan selingkuh di atas, adanya
ketidak tanggungjawaban kepada keluarga juga menjadi hal yang paling
banyak faktor orang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan
Agama Kota Kediri.'® Ketidak tanggung jawaban suami ini bisa di lihat dari

suami yang pergi entah kemana dan tidak ada kabar bertahun-tahun,

13 Suwarno, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.

' Muehamad Fathan, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.
15 Moch Rusdi, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.

16 Mochsin, Kediri, 21 Juni 2014.
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akhirnya dengan penuh rasa berat pihak istri mengajukan gugat cerai di
pengadilan Agama Kota Kediri.

Menurut Roikanah, ketidak tanggung jawaban suami ini dapat dilihat
dari tidak adanya nafkah kepada istri maupun anaknya.'” Selain tidak
adanya tanggung jawab dari suami, kebanyakan alasan dari pemohon adalah
karena sudah tidak adanya kecocokan antar pihak dalam membina bahtera
keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Selain sebab diatas yang kadang menjadi masalah dalam permohonan
perceraian adalah adanya ketidak harmonisan antar pihak yang memang di
sebabkan beberapa hal, diantaranya belum di karunia momongan atau anak,
adanya ketidakjelasan janji yang di ucapkan sebelum menikah, akhirnya
mereka melakukan permohonan perceraian, inilah yang menyebabkan
mengapa permohonan perceraian di Pengadilan Agama kota Kediri semakin
meningkat.'® Sebab lain yang paling kuat adalah intervensi dari orang tua
yang merasa anaknya di rendahkan.'” Informasi yang kami dapat dari staf
Pengadilan Agama Kota Kediri, bagian resepsionis, bahwa rata-rata
permohonan perceraian per hari bisa mencapai sepuluh orang pemohon
cerai talak atau cerai gugat.”

Maka tidak berlebihan kalau di Kediri setip bulannya permohonan
perceraiannya semakin meningkat. Dari data yang penulis terima dari

Pengadilan Agama Kota Kediri tercatat bahwa faktor penyebab terjadinya

17" Siti Roikanah, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014
18 Jayadi, Wawancara, Kediri, 21 Juni 2013.

19 Mubahi, wawancara, Kediri, 29 Juli2013.

20 Afwan Puji Prasetiono, Kediri, 24 Juli 2013.
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perceraian berdasarkan perkara yang sudah diputus dan dikeluarkan akta
cerainya sejumlah 455 perkara. Setelah dianalisa faktor penyebab terjadinya
perceraian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tabel Tentang Faktor Penyebab Perceraian

No Faktor Pen.yebab JUMLAH %
Perceraian

1 Poligami Tidak Sehat 0 0

2 Krisis Akhlaq 0 0

3 Cemburu 19 41
Kawin Paksa 9 1,9

5 Ekonomi 43 9.4

6 Tidak Ada Tanggung 73 16.4

Jawab

7 Kawin di Bawah Umur 0 0

8 Penganiayaan 0 0

9 Di Hukum 0 0

10 Cacat Biologis 0 0

11 Politis 0 0

12 Gangguan Pihak ke Tiga 59 12,9

13 Tidak Ada Keharmonisan 250 59,9

Setelah membaca dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus
perceraian masih banyak terjadi pada masyarakat kota Kediri. Beberapa
faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan kota Kediri
terdapat hal yang menyangkut tidak adanya rasa tanggung jawab.
Sedangkan dari jumlah perkara yang ada perceraian yang disebabkan faktor

tidak adanya tanggung jawab menduduki peringkat kedua setelah faktor
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perceraian yang disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah

tangga.

Nushuz dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian.
Bila Seorang suami melakukan perbuatan nushuz maka istri boleh
mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama untuk memutuskan

ikatan perkawinannya. Dalam istilah pengadilan adalah cerai gugat.”’

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya
perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Kompilasi Hukum
Islam membedakan cerai gugat dan khulu’. Namun demikian dua hal
tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah
keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya
yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwad (tebusan) sedangkan

khulu’ memakai uang tebusan.

Perceraian diatur dalam Undang — Undang No. 7 1989 tentang
Pengadilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal
115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.?

Adapun alasan para hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika

memutuskan tali perkawinan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

?! Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang
kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan dimaksut sehingga putus hubungan penggugat
(istri) dengan tergugat (suami) dari perkawinan.

2 Kompilasi Hukum Islam, 38.
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adalah alasan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya
tanggung jawab, adanya gangguan dari pihak ketiga, masalah ekonomi,
cemburu dan adanya kawin paksa. Berkenaan dengan pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan suatu perkara perceraian
tidak menyebutkan putusan perkara disebabkan karena nushuz akan tetapi
nushuz ini dijadikan oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk
memutuskan suatu tali perkawinan yaitu bila suami atau istri tidak
melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya dalam berumah

tangga selama 2 tahun berturut tanpa ada pemberitahuan yang jelas.
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BAB III

PERAN  HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA  KEDIRI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA NUSHU><<Z

A. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri

     Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950, satu (1) tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964 kemudian diganti UU No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.[footnoteRef:2] [2:  http://www.pa-kediri.go.id/index.php?option=wrapper&Itemid=173# (12 September 2014)
] 


    Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan yang sah di Negara R.I., dan sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 fungsi Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jl. Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.[footnoteRef:3] [3:  Pengadilan Agama Kota Kediri, Arsib tahun 2013] 


     Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel No. 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri

a. Visi Pengadilan Agama Kota Kediri

"Terwujudnya sebuah peradilan yang bermartabat dan dihormati serta berwibawa demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."

b. Misi Pengadilan Agama Kota Kediri

1) Tetap menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kediri dari intervensi  pihak lain di luar Pengadilan.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan tetap menjaga etika kesopanan dalam pelayanan.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam lingkup Pengadilan Agama Kediri.

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Kinerja Pengadilan Agama Kediri.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Kediri

          Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.[footnoteRef:4] [4: http://www.pakediri.go.id/index.php?option=comconten&view=article&id=290&Itemid=186 (16 September 2014)
] 


        Pengadilan Agama Kediri merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kediri terletak di Jl. Sunan Ampel  No. 1 Kediri yang mempunyai yurisdiksi 46 Kelurahan/Desa dari 3 kecamatan, dengan luas wilayah 63,4 Km² dan jumlah penduduk 268.507 jiwa. (Menurut data kantor Statistik Kediri tahun 2010).





Secara Geografis, Kota Kediri mempunyai Batas – batas Wilayah sebagai berikut :

· Sebelah Utara     :  Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang ;

· Sebelah Timur    :  Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ;

· Sebelah Selatan  :  Kabupaten Tulungagung ;

· Sebelah Barat     :  Kabupaten Nganjuk ;Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri

3. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kota Kediri

         Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama. 

4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam 

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya 

7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970; 

2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; 

3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak; 

4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

     Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tententu.

           Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti[footnoteRef:5]  [5: http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120 (28 Juli 2014).] 




4. Profil Hakim Pengadilan Agama kota Kediri

a. N a m a  		: Drs. MOCH RUSDI

NIP      		: 195815151991031001

Pendidikan	:  SDN, MTsN, SMA, S-1

Jabatan   	: PA BAWEAN KAUR KEPAN PERMOHONAN

   PA TULUNGAGUNG KAUR KEPEGAWAIAN 

   PA TULUNGAGUNG PENGADILAN AGAMA

   PA TULUNGAGUNG PENGADILAN AGAMA 

   PA TERNATE HAKIM 

   PA KEDIRI HAKIMT

b. NAMA		:  DRS. MOH. MUCHSIN

NIP  		: 19690621 199503 1 001

 		Pendidikan	: MI, MTsN, MAN, S-1 A

            Jabatan		:  PA TRENGGALEK CPNS 

   PA KAB KEDIRI WAKIL SEKRETARIS

                                  		   PA KEDIRI KAUR UMUM

                           	  PA TULUNGAGUNG WAKIL SEKRETARIS

                                        	   PA FAKFAK HAKIM A

                                       	   PA BADUNG HAKIM A

                             	 PA KEDIRI HAKIM Fk



a. Nama 	 : MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.

NIP 		 :  19721224.199803.1.003

  Pendidikan	 : SDN, MTsN, MAN, S.1, S.2

  Jabatan	 : PA TRENGGALEK KAUR UMUM 

   PA TRENGGALEK PANITERA PENGGANTI 

   PA LABUHA HAKIM 

   PA BANGLI HAKIM 

   PA KEDIRI HAKIM [footnoteRef:6]A [6: http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=104  (28 Juli 2014)

 ] 






B.  Perceraian di  Pengadilan Agama Kota Kediri

Pernikahan untuk membangun keluarga adalah sebuah tanda alam, sunnatullah kauniyah, seperti tanda alam lain. Pernikahan – baik dilakukan muslim maupun kafir – bertujuan melanggengkan sakinah, mawaddah dan rahmah, Fakta membuktikan, banyak pasangan non muslim yang pernikahannya harmonis hingga puluhan tahun, saling cinta, setia dan kasih sayang sampai ajal. artinya, sakinah, mawaddah dan rahmah bukan monopoli muslim, karena memang hanya sebuah tanda kekuasaan Allah yang terjadi secara umum.[footnoteRef:7]   [7:   http://elhakimi.wordpress.com/2012/11/20/keluarga-dakwah-basis-kekuatan-umat, (28 Juli 2014).] 


Dari sinilah hukum Islam di tetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.[footnoteRef:8] Kesejahteraan Masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, hal ini akan mempengaruhi kualitas dari pembentukan keluarga itu sendiri. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsasaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[footnoteRef:9]  [8:  Abd. Rahman Ghazaly,  Fiqh Munakahat  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),13. ]  [9:   Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.] 


Tetapi kadang dalam pelaksanaan membangun keluarga tersebut pastinya banyak dinamika yang harus di jalani. Seperti terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan.[footnoteRef:10] Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan sumber segala kesenangan.[footnoteRef:11] Tetapi  hal di atas tidak menjadi pilihan setiap orang, kadang  perpisahan atau perceraian menjadi pilihan dalam hidup mereka, banyak hal yang menjadikan faktor orang untuk melakukan talak ataupun gugat cerai, salah satunya adalah banyaknya permohonan cerai talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri.  [10:  Ibid, 218.]  [11:  Ibid, 219.] 


Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata dan Peradilan Islam di Indonesia.[footnoteRef:12] Untuk itulah pengadilan Agama Kediri harus melaksanakan Tugas fungsi dan wewenangnya sebagai tempat untuk pencari keadilan.  [12:  Roihan A. Rasyid,  Hukum Acara Peradilan Agama  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 10.] 


                Banyak faktor yang menyelimuti keadaan masyarakat Kota kediri yang mengajukan cerai. mulai dari permasalahan ekonomi, ketidakcocokan antar pihak suami istri, adanya intervensi dari pihak teman, saudara dan keluarga, tidak mempunyai anak  dan lain-lainnya, hal inilah  menjadi bagian terpenting yang harus di selesaikan oleh Majlis Hakim dalam memberikan keadilan yang tidak memihak  satu sama lainya.[footnoteRef:13]  [13:  Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.] 


                Alasan para pihak mengajukan permohonan perceraian diantaranya adalah kurang nafkah terhadap istri, misalnya istri itu kurang di nafkahi dan tidak peduli terhadap keluarga.  alasan inilah yang kadang menjadikan kisruh rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan yang akhirnya memunculkan permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri.[footnoteRef:14]  [14:   Suwarno, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.] 


                 Masalah nafkah di atas di hadapkan pada salah satu pihak, khususnya pihak istri yang kerja ke luar negeri yang menganggap mempunyai pendapatan yang lebih di banding suami yang kerjanya hanya seorang petani atau menjadi buruh kuli bangunan.[footnoteRef:15]  [15:   Muehamad Fathan, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.] 


               Selain terkait masalah ekonomi permohonan cerai adalah mereka yang merasa pasangannya mempunya wanita idaman lain atau pria idaman lain.[footnoteRef:16] Terkait tentang dugaan perselingkuhan atau mempunya pria idaman  lain atau wanita idaman lain, kadang terjadi pada wanita yang sudah lama tidak ketemu atau dalam perantauan di luar negeri dan ketika pulang salah satu dari mereka di dapati atau di duga melakukan perselingkuhan, hal inilah yang menjadikan salah satu dari pihak ini mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. [16:   Moch Rusdi, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014.] 


               Selain terkait dugaan perselingkuhan selingkuh di atas, adanya ketidak tanggungjawaban kepada keluarga juga menjadi hal yang paling banyak faktor orang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Kota Kediri.[footnoteRef:17] Ketidak tanggung jawaban suami ini bisa di lihat dari suami yang pergi entah kemana dan tidak ada kabar bertahun-tahun, akhirnya dengan penuh rasa berat pihak  istri  mengajukan gugat cerai di pengadilan Agama Kota Kediri.  [17:   Mochsin, Kediri, 21 Juni 2014.] 


                Menurut Roikanah, ketidak tanggung jawaban suami ini dapat dilihat dari tidak adanya nafkah kepada istri maupun anaknya.[footnoteRef:18] Selain tidak adanya tanggung jawab dari suami, kebanyakan alasan dari pemohon adalah karena sudah tidak adanya kecocokan antar pihak dalam membina bahtera keluarga yang sakinah mawadah warahmah. [18:   Siti Roikanah, Wawancara, Kediri, 26 Juli 2014] 


               Selain sebab diatas yang kadang menjadi masalah dalam permohonan perceraian adalah adanya ketidak harmonisan antar pihak yang memang di sebabkan beberapa hal, diantaranya belum di karunia momongan atau anak, adanya ketidakjelasan janji yang di ucapkan sebelum menikah, akhirnya mereka melakukan permohonan perceraian, inilah yang menyebabkan mengapa permohonan perceraian di Pengadilan Agama kota Kediri semakin meningkat.[footnoteRef:19] Sebab lain yang paling kuat adalah intervensi dari orang tua yang merasa anaknya di rendahkan.[footnoteRef:20] Informasi yang kami dapat dari staf Pengadilan Agama Kota Kediri, bagian resepsionis, bahwa rata-rata permohonan perceraian per hari bisa mencapai sepuluh orang pemohon cerai talak atau cerai gugat.[footnoteRef:21]  [19:   Jayadi, Wawancara, Kediri, 21 Juni 2013.]  [20:   Mubahi, wawancara, Kediri, 29 Juli2013.]  [21:   Afwan Puji Prasetiono, Kediri, 24 Juli 2013.] 


               Maka tidak berlebihan kalau di Kediri setip bulannya permohonan perceraiannya semakin meningkat.  Dari data yang penulis terima dari Pengadilan Agama Kota Kediri tercatat bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan perkara yang sudah diputus dan dikeluarkan akta cerainya sejumlah 455 perkara. Setelah dianalisa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tabel Tentang Faktor Penyebab Perceraian

		No

		Faktor Penyebab Perceraian

		JUMLAH

		%



		1

		Poligami Tidak Sehat

		0

		0



		2

		Krisis Akhlaq

		0

		0



		3

		Cemburu

		19

		4,1



		4

		Kawin Paksa

		9

		1,9



		5

		Ekonomi

		43

		9,4



		6

		Tidak Ada Tanggung Jawab

		73

		16,4



		7

		Kawin di Bawah Umur

		0

		0



		8

		Penganiayaan

		0

		0



		9

		Di Hukum

		0

		0



		10

		Cacat Biologis

		0

		0



		11

		Politis

		0

		0



		12

		Gangguan Pihak ke Tiga

		59

		12,9



		13

		Tidak Ada Keharmonisan

		250

		59,9







      Setelah membaca dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus perceraian masih banyak terjadi pada masyarakat kota Kediri. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan kota Kediri terdapat hal yang menyangkut tidak adanya rasa tanggung jawab. Sedangkan dari jumlah perkara yang ada perceraian yang disebabkan faktor tidak adanya tanggung jawab menduduki peringkat kedua setelah faktor perceraian yang disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

            Nushu>z dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian.  Bila Seorang suami melakukan perbuatan nushu>z maka istri boleh mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Dalam istilah pengadilan adalah cerai gugat.[footnoteRef:22] [22:  Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan dimaksut sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dari perkawinan.] 


Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dan khulu’. Namun demikian dua hal tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwad (tebusan) sedangkan khulu’ memakai uang tebusan.

     Perceraian diatur dalam Undang – Undang No. 7 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[footnoteRef:23] [23:  Kompilasi Hukum Islam, 38.] 


    Adapun alasan para hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika memutuskan tali perkawinan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah alasan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, adanya gangguan dari pihak ketiga, masalah ekonomi, cemburu dan adanya kawin paksa. Berkenaan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan suatu perkara perceraian tidak menyebutkan putusan perkara disebabkan karena nushu>z akan tetapi nushu>z ini dijadikan oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu tali perkawinan yaitu bila suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya dalam berumah tangga selama 2 tahun berturut tanpa ada pemberitahuan yang jelas.
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